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ABSTRAK 

Hak cuti haid merupakan salah satu hak normatif pekerja perempuan yang secara 

tegas diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Meskipun telah di-

atur dalam undang-undang namun pelaksanaan cuti haid belum terlaksana dengan 

baik. Legal Memorandum ini membahas terkait kebijakan internal PT. AFI yang 

mensyaratkan adanya SKD dari klinik perusahaan serta menganalisis upaya 

hukum apa yang bisa ditempuh jika cuti haid tidak didapatkan pekerja. Metode 

yang digunakan dalam Legal Memorandum ini adalah penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung oleh bahan hukum primer 

dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan internal PT. AFI terkait SKD meru-

pakan hal yang diperbolehkan namun SKD tersebut tidak boleh menjadi pengha-

lang bagi pekerja untuk mendapatkan haknya serta untuk mendapatkan haknya, 

pekerja dapat melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana.   

Kata kunci : Cuti haid, Hak normatif pekerja, Hukum ketenagakerjaan, Pekerja 

perempuan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ABSTRACT 

Menstrual leave is one of the normative rights of female workers that is explicitly 

regulated in Article 81 of the Manpower Act. Although it is regulated by law, the 

implementation of menstrual leave has not been carried out properly. This Legal 

Memorandum discusses PT. AFI's internal policy requiring a medical certificate 

from the company clinic and analyzes the legal measures that can be taken if work-

ers are denied menstrual leave. The method used in this Legal Memorandum is 

normative legal research with a legislative approach supported by primary and 

secondary legal materials. The data collection technique used is a literature study. 

The results of the analysis show that PT. AFI's internal policy regarding medical 

certificates is permissible, but these medical certificates should not be a barrier 

for workers to obtain their rights. To obtain their rights, workers can take legal 

action, both civil and criminal.  

Keywords: Menstrual Leave, Normative right of workers, Labor law, Female 

workers.  
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